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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi lahirnya Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap proses sengketa pelaksanaan 
Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang mana diberikannya kewenangan kepada 
lembaga eksekutif yakni Bupati/Walikota sebagai lembaga yang berhak memutus 
sengketa dirasa tidak tepat. Proses dalam penelitian ini adalah penelitian hukum 
doktrinal atau normatif, bersifat preskriptif dengan pendekatan undang-undang, 
pendekatan historis, dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan bahan 
hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen serta teknik 
analisa bahan hukumnya menggunakan metode deduksi. 

Penelitian ini menawarkan mekanisme peradilan sebagai Lembaga yang berhak 
dalam memutus perselisihan pemilihan kepala desa sehingga mencerminkan 
prinsip demokrasi hukum yang sebenarnya sebagai wujud dari aktualisasi prinsip 
negara hukum demokratis dan sekaligus menghindari konflik kepentingan antara 
pemerintah (eksekutif) dan pemangku kepentingan dalam pemilihan kepala desa.  
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